








Indeks Desa

* Indeks Desa menqukur pembangunan desa melalui enam dimensi, yakni
Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata
Kelola Pemerintahan Desa.

* Indeks Desa dapat menjadi acuan utama penyusunan kebijakan
pembangunan desa di berbagai dokumen perencanaan di tingkat pusat,
daerah, hingga desa.

* Hasil perhitungan Indeks Desa akan digunakan secara resmi pada 2025,
dengan basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan
yang dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT dalam rentang April/Mei
hingga Juni 2024.



Indikator Persentase Desa Mandiri



Indeks Desa

Indeks Desa

Pada Rapat Terbatas Tahun 2019, Bapak Presiden menyatakan persetujuannya terhadap
Indeks Desa. Namun hingga saat ini terdapat dua indeks perkembangan desa yakni: (1)
Indeks Desa (ID) berbasis data Potensi Desa (Podes) BPS dan dikelola Kementerian
PPN/Bappenas bersama BPS; dan (2) Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan
data dari tingkat desa dan dikelola Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (PDTT). Perbedaan antara ID dan IDM pada: (1) Sumber data; (2)
Dimensi; (3) Indikator; (4) Metode Perhitungan; (5) Mekanisme verifikasi data; dan (6)
Pemanfaatan Data

Sekretariat Kabinet melalui surat No.B.0308/Seskab/PMK/06/2023 pada tanggal 20 Juli
2023 mengingatkan kembali amanat Bapak Presiden pada tahun 2019 mengenai
penggunaan Indeks Desa sebagai indeks tunggal dalam mengukur status kemajuan dan
kemandirian desa. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi
Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 bersama Kementerian Desa PDTT,
Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian
Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai
indeks tunggal capaian pembangunan desa.

Indeks Desa tersebut telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024
untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional
serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya.

Pengumpulan data Indeks Desa dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahun dengan
walidata Kementerian Desa PDTT yang berkoordinasi bersama K/L terkait.

Pemerintah Daerah dapat mengakses pemutakhiran capaian status pembangunan Desa
setiap tahun melalui platform yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Pemerintah
Daerah tidak periu melakukan pengumpulan data maupun penghitungan sendiri
terhadap Indeks Desa.



Meta Data Indeks Desa

Meta Data

Nama Indikator

Persentase Desa Mandiri

Definisi

Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa
di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil
pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh
Kementerian Desa PDTT.

Dimensi

6 Dimensi
1) Layanan Dasar; 2) Sosial; 3) Ekonomi; 4) Lingkungan;
5)Aksesibilitas, dan 6) Tata Kelola Pemerintahan Desa

Rumus
Perhitungan

Perhitungan Indeks Desa
ID=VD,xD,xD,*xD,xD_x D,

Keterangan:
ID : Indeks Desa
D : Dimensi

Interpretasi

Klasifikasi Status Desa

Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses
terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi,
lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah
sangat baik.

Sumber Data

Pemerintah Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT

Frekuensi

Tahunan




Base Line dan Target



Base Line dan Target



Penjelasan

1. Apakah penentuan baseline dan target dari Persentase Desa Mandiri dapat menggunakan
data dari Indeks Desa Membangun (IDM)?
Jawab: Sejak tahun 2023 telah disepakati penggunaan indikator tunggal untuk mengukur
kinerja pembangunan desa, yakni Indeks Desa. Berdasarkan penjelasan sebelumnya,
baseline dan target dalam indikator persentase Desa Mandiri akan menggunakan data
Indeks Desa dan selanjutnya dilaporkan capaian per-tanunnya juga berbasis data Indeks
Desa.

2. Apakanh target baseline 2025 dan sasaran 2045 provinsi dapat disesuaikan kembali?
Jawab: target yang disampaikan melalui surat ini merupakan proyeksi yang dihitung
berdasarkan proyeksi dengan pendekatan business as usual. Pemerintah Daerah dapat
menyesuaikan target persentase desa mandiri sesuai dengan kebijakan daerah dengan
merujuk kepada metadata yang disampaikan sebagai batas minimal.

3. Apa yang perlu dilakukan daerah apabila capaian sebelum tahun 2045 sudah melampaui
dari target yang sudah ditentukan?
Jawab: pemerintah daerah dapat meningkatkan target Persentase Desa Mandiri sebagai

bentuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemerintah daerah juga
dapat mendorong pengentasan desa tertinggal untuk mengurangi ketimpangan wilayah.



Penjelasan

4. Mengapa capaian yang sudah ditetapkan di tahun 2045 sangat kecil?
Jawab: persentase desa mandiri ditentukan berdasarkan Indeks Desa. Dalam Indeks
Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status (status sangat tertinggal, tertinggal,
berkembang, maju dan andiri). Apabila di tahun 2045 target Desa Mandiri yang ditetapkan
relatif kecil, ada kecenderungan bahwa target di status lainnya seperti Desa Maju dan Desa
Berkembang yang lebih besar. Selain itu, penetapan target di tahun 2045
mempertimbangkan beberapa hal antara lain (a) Karakteristik dan tema pembangunan
wilayah; (b) kondisi daerah di tahun baseline; (c) kemampuan daerah.

5. Bagaimana implikasi capaian Desa Mandiri terhadap Dana Desa?
Jawab: Status pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa juga akan dipergunakan
dalam penghitungan alokasi Dana Desa setiap tahunnya, termasuk status desa Mandiri.
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MEMBANGUN

) 05989 SD < 0.7072

PERMENDES NO. 2 TAHUN 2015
TENTANG STATUS DESA INDEKS DESA

) 0.8155
MANDIRI

) 0.7072 SD < 08155

TERH_IIGG

) 04907 S.D < 0.5989




Dimensi Indeks Desa Membangun
diringkas dari kusioner SOP IDM 2024

Dimensi Layanan : : : Dimensi
Dimensi Sosial .
Dasar Ekonomi

Dimensi Tata
Kelola
Pemerintah Desa

Dimensi Dimensi
Lingkungan Aksesibilitas




1. LAYANAN DASAR
1.a. Sub Dimensi Pendidikan



1. Layanan Dasar
1.b. Sub Dimensi KESEHATAN

5. Layanan Sarana Kesehatan

6. Fasilitas Kesehatan PUSTU/POSKESDES/POLINDES
7. Aktivitas Posyandu

8. Layanan Dokter

9. Layanan Bidan

10. Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya

Jaminan Kesehatan Nasional




1. Layanan Dasar
1.C. Sub Dimensi UTILITAS DASAR

12. Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)

13. Air Minum

14. Akses Listrik
16. Persentase Rumah Tidak Layak Huni




17. Kearifan Sosial/Budaya

2 . SOSia | 18. Frekuensi Gotong Royong

2.A. Sub

Dimens
Aktivitas

20. Mitigasi dan Penanganan Konflik
Sosial

21Siskamling




25. Keragaman Aktivitas

, Ekonomi
3. Ekonomi
3.A. Sub 26. Produksi Unggulan Desa
Dimensi
5 :
rOdUkSI 27. Ekonomi Kreatif
Desa

28. Kerjasama Desa




4. Lingkungan
4.A. Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan

e 37. Kearifan Lingkungan
 38. Tingkat Pencemaran Lingkungan (pengelolaan Sampah)
* 39. Tingkat Pencemaran Lingkungan



4. Lingkungan
4.B. Sub Dimensi Penanggulangan Bencana

* 40. Penanggulangan Bencana




5. Aksesibilitas
5.3. Sub-Dimensi Kondisi Akses Jalan

* 41. Kondisi Jalan Desa
* 42. Kondisi penerangan jalan utama desa



5. Aksesibilitas
5.3. Sub-Dimensi Kemudahan Akses

* 43, Keberadaan Angkutan Perdesaan/angkutan local/sejenis



6. Tata Kelola Pemerintah Desa
Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa

44, Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa

. Kelengkapan Administrasi Desa

. Peraturan Kewenangan Desa

* 45, Kelengkapan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa
. Badan Permusyawaratan Desa

. Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Keberadaan Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat

* 46. Musyawarah Desa
. Inklusivitas Musyawarah Desa

. Tindak Lanjut Musyawarah Desa



6. Tata Ke
Sub Dime

ola Pemerintah Desa

NS|

ata Kelola Keuangan Desa

e 47. Pendapatan Asli Desa PADes dan Dana Desa

* 48. Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa
. Publikasi APBDES
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NOMOR: 050/ 681

Diberikan kepada

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.

Atas partisipasinya sebagai

NARASUMBER

Dalam kegiatan "Rapat Kerja Penyusunan Indikator dan Target Kinerja Urusan
Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bahan Masukan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun
2025 - 2029" yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sleman, pada tanggal 12 Juli 2024

Sleman, 16 Juli 2024
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